DAFTAR PUSTAKA

BUKU KEPUSTAKAAN

Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit
Cendana Press.

Asshiddigie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan
keempat. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.

Gea, Yuni Wulandari, Babari. 2001. In Character Building I1: Relasi dengan Sesama.
Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.

Hadiwijono. Harun. 1983. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius.

Harahap, M.Yahya. 2002. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Ed.2,
cet.4 Jakarta: Sinar Grafika.

Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. 1994. Bantuan hukum dan hak asasi
manusia, cet.1. Bandung: CV. Mandarmaju.

Jamali, Abdoel. 1993. Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Jasim, Mochammad. Dkk. 2007. Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten. KPK:
Jakarta.

Mahmud Marzuki. Peter. 2009. Pengantar IImu Hukum, Jakarta: Prenada Midia
Group

Nasution, Adnan Buyung. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia, Ce.3. Jakarta: LP3ES.

Nasution, Adnan Buyung. Dkk. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal
terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan
Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.

Petrus L. Tjahjadi. Simon. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius.

Redaksi Sinar Grafika, 2005. UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen
UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta, Sinar
Grafika.



Salim.H. 2010. Perkembangan Teori dalam Illmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo
Persada.

Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian survei, jakarta. LP3ES.

Soekanto, Soerjono. 1983. Bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis. Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka.1993. Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata
Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Artikel, Makalah Peranan dan Tanggung Jawab Konstitusional Negara.

WEB/INTERNET

http://yogalih.wordpress.com, akses (13/05/2014)
http://www.radarlampung.co.id (13/02/2014)
http://viviarviani.blogspot.com,akses (14/02/2014)
http://notcupz.blogspot.com.akses (26/02/2014)
http://fauzi-iswari.blogspot.com.akses (26/02/2014)
http://www.antaralampung.com/akses (26/02/2014)
http://HukumOnline.Com/akses(03/03/2014)


http://yogalih.wordpress.com/
http://viviarviani.blogspot.com,akses/
http://notcupz.blogspot.com.akses/
http://fauzi-iswari.blogspot.com.akses/
http://www.antaralampung.com/akses

